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ABSTRAK 

 

Nama: Lismawati / 222014060 / 2019 / Analisis Penerimaan Pajak Reklame 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak reklame dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. Rumusan masalah dalam 

yaitu bagaimanakah penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini yaitu 

Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis dan teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai reklame selama 3 tahun tingkat 

efektifitasnya sangat rendah hal ini dibuktikan pada nilai laju pertumbuhan pajak 

reklame Kota Palembang yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 

mengalami penurunan pada tahun 2016. 

 

Kata kunci: pajak reklame, pendapatan asli daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LatarBelakangMasalah 

 

  Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara (UU 

No 17 Tahun 2003). Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di 

negara indonesia. Hal ini dapat dilihat pada anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN) setiap tahunnya.Oleh karena itu, penerimaan negara 

dari sektor pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-

sungguh.Pemerintah dalam hal ini perlu pengawasan agar tidak terjadi 

kebocoran dalam pungutannya.Semua itu dapat terlaksana dengan adanya 

partisipasi dari semua pihak selain dari pihak yang berwenang dalam 

pengawasan pajak juga dari masyarakat itu sendiri agar pajak tersebut dapat 

dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada 

penyelewengan di dalam pembayaran pajak tersebut, agar tercipta 

kecepatan pembangunan daerah tersebut. 

  Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunaan senantiasa memerlukan sumber 

penerimaan yang dapat diandalkan.Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh 

daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu 

mulai tanggal 1 Januari 2001.Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk 

dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 

pembiayaan pengeluaran daerah. 
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Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena 

jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi 

aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.Salah satu sumber 

pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah adalah retribusi daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan 

Daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan 

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD ) 

bersumber dari dalam Daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara yang sangat potensial. 

  Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara 

bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.Salah satu 

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan 

efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan 

peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan 

potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan 

yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak 

dan retribusinya.  

  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak 

daerah. Dimana pajak reklame  termasuk sumber pajak daerah yang 
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potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta hasil 

pajaknya cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak 

reklame  berperan penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Kota palembang  

  Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunaan senantiasa memerlukan sumber 

penerimaan yang dapat diandalkan.Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh 

daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu 

mulai tanggal 1 Januari 2001, dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk 

dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 

pembiayaan pengeluaran daerah.Sektor pajak merupakan pilihan yang 

sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga 

merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai 

pembangunan.Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali 

dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak 

daerah.Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, menetapkan 

pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah 

bersumber dari dalam daerah itu sendiri. pajak sebagai salah satu sumber 

penerimaan Kabupaten Minahasa Utara yang sangat potensial. 

  Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
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dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan 

retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berbagai 

macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan 

negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan 

dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan 

telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan 

pemerintah.Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa 

apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, 

sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan 

masyarakat.Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan 

menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat 

kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah 

salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara 

memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi 

dan memungut pajak yang lebihrendah bagi warga yang berpendapatan 

lebih kecil. 

Menutut Baldric (2017: 32)Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayanya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan 

Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 
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kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah. 

Menurut Wulandari (2017: 23) pendapatan asli daerah merupakan 

salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD). 

Didalam Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa 

menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

  Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten 

atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan 

yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan 

atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus 

terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang 

akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan 

pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan (Hulu, 2012) 

  Pajak reklame diterapkan di negara berkembang dan negara maju, 

ini menunjukkan bahwa pajak tetap dibutuhkan untuk menjadi sumber 

pembiayaan pembangunan meskipun tingkat perekonomian pada suatu 

negara sudah tinggi.Pajak reklame diterapkan di tiap negara dengan 
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peraturan yang berbeda sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang 

berlaku di negara tersebut. 

  Di Amerika Serikat, khususnya pada Kota Phoenix (City of 

Phoenix) pajak reklame merupakan bagian dari pajak penjualan. 

Pemerintah Kota Phoenix mengenakan pajak reklame dengan tarif 0,5%, 

sementara negara bagian tidak mengenakan pajak atas reklame. Untuk 

billboard dikenakan pajak berdasarkan lokasi pemasangan billboard. 

  Di Ukraina, pajak reklame merupakan pajak yang dipungut oleh 

pemerintah lokal. Pajak reklame dikenakan ke pihak yang menempatkan 

reklame Analisa upaya. Anita Yulianti, FE UI, 2010. Universitas Indonesia 

24 atau iklan di media massa, di luar ruangan atau di media lainnya. 

Maksimal tarif pajak reklame yang dikenakan ialan 0,5% dari biaya jasa 

reklame. Agen iklan atau pihak yang menempatkan reklame wajib 

mengumpulkan dan menyetor pajak. 

  Kota Bitung merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi 

Sulawesi Utara dan memiliki fasilitas penunjang yang menjadikannya 

sebagai jalur perdagangan laut yaitu dengan adanya Pelabuhan 

Bitung.Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan 

sehingga industri di kota Bitung semakin hari semakin meningkat.  

  Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa 

yang disebabkan oleh fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran 

produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media 

cetak,media elektronik,juga semakin marak dibutuhkan. Lahirnya media 
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baik cetak maupun elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para 

pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah 

pemasaran lewat media reklame.Media reklame dianggap sebagai alternatif 

pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif. Reklame dianggap 

mampu menarik calon konsumen karena reklame bias diakses oleh semua 

pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu 

untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan 

tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun 

peraturan daerah. 

  Menurut Baldric (2017: 176), pajak reklame adalah pajak yang 

dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah 

penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan reklame. Bentuk-bentuk reklame yang dikenai 

pajak meliputi papan, billboard, videotron, megatron, kain, stiker, 

selegram, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, 

reklame film atau slide, dan reklame peranggaan. Pajak reklame termasuk 

pungutan daerah kabupaten atau kota.  

Menurut Wulandari (2017: 61) yang menjadi objek pajak reklame 

adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan, subjek pajak reklame 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Tarif 

ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Rezlyanti (2016) Hasil 

penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah 
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efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara 

keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 

2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan 

mengalami kenaikan pada tahun 2016. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Triski dan Kawan-kawan 

(2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak 

Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori “Sangat Efektif”, 

sedangkan tahun 2014 dengan kategori “Efektif”. Berdasarkan perhitungan 

data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 

2015 adalah sebesarRp 91.376.453.510. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arin (2018) Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern sistem 

pemungutan pajak reklame di BPPKAD Kabupaten Temanggung telah 

berjalan efektif dan telah dijalankan sesuai dengan rancangan komponen 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).Pada komponen kegiatan 

pengendalian yaitu pemisahan tugas, masih terdapat rangkap 

jabatan.Untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang sebaiknya 

BPPKAD Kabupaten Temanggung melakukan penambahan pegawai. 

Kesimpulan dari ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

efektivitas pajak reklame sudah efektif dan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Arin dan Siti menunjukkan hasil pengendalian intern pajak reklame 

berjalan efektif, tetapi pada kegiatan pengendalian yaitu pemisahan tugas  
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masih terdapat rengkap jabatan ini dilakukan untuk mengurangi adanya 

penyalahgunaan wewenang. 

Tabel I.1 

Realisasi Penerimaan Dan Target Penerimaan  Pajak Reklame di Kota 

Palembang Tahun 2015-2017 

 

No Tahun Realisasi penerimaan  Target  penerimaan Persentase 

1 2015 15.318.876.909.00 14.890.000.000 102,88% 

2 2016 16.567.211.469.38 15.604.719.571 106,17% 

3 2017 18.113.700.816.80 17.605.000.000 102,89% 

Sumber: www.djpk.go.id.  

  Tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak 

Reklame Kota Palembang dari tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami 

peningkatan, pajak reklame cenderung mengalami kenaikan signifikan dari 

target dan jumlah penerimaannya yang ditetapkan dari tahun 2015 tersebut 

harus berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli daerah. 

Adanya peningkatan pajak reklame disuatu daerah semestinya berjalan 

seiring dengan tingkat pendapatan asli daerah. 

  Berdasarkan penelitian diatas, untuk itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” 

 

 

 

 

http://www.djpk.go.id/
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B. Rumusan masalah 

 Bagaimanakah penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palembang. 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ilmu 

perpajakan tentang efektifitas dan kontribusi penerimaan Pajak 

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.  

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang 

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan yang 

berhubungan dengan upaya meningkatkan pajak daerah yang menjadi 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang, 

terutama pada sektor Pajak Reklame. 

3. Bagi Almamater 

Dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan referensi selanjutnya bagi 

para peneliti yang tertarik pada bidang perpajakan, terutama mengenai 

Pajak Reklame.  
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